
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1202, 2015 KEMENHUB. Inspector Training System.
Inspektur Penerbangan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 118 TAHUN 2015

TENTANG

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan
Wewenang Inspektur Penerbangan, Inspektur
Penerbangan perlu mengikuti On The Job Training
(OJT) sesuai dengan Inspector Training System (ITS)
untuk memenuhi kriteria sebagai Inspektur
Penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Inspector Training
System (ITS) Bagi Inspektur Penerbangan di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Bandar Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun
2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan
Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur
Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR
PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung
jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan
pelayanan penerbangan.

2. Pelatihan Wajib (Core Training) adalah pelatihan yang wajib diikuti
oleh semua inspektur penerbangan sesuai bidangnya.
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3. Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) adalah pelatihan
spesialisasi yang perlu diikuti oleh inspektur penerbangan sesuai
dengan kekhususan bidang pekerjaannya.

4. Manajer Pelatihan (Training Manager) adalah inspektur penerbangan
yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab atas
training seluruh Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat
terkait.

5. Manajer Program On The Job Training adalah inspektur penerbangan
yang ditunjuk oleh Direktur terkait untuk bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan On The Job Training seluruh inspektur
penerbangan di lingkungan Direktorat terkait.

6. Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator) adalah
pegawai ASN di masing-masing Direktorat yang ditunjuk oleh Direktur
untuk melakukan tugas terkait administrasi pelatihan.

7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

9. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.

10. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II

INSPECTOR TRAINING SYSTEM

Pasal 2

Inspector Training System (ITS) merupakan suatu program pelatihan
terpadu yang disiapkan sebagai panduan untuk pengembangan dan
pembinaan inspektur penerbangan mulai dari pengangkatan pertama
dalam jabatan sebagai Inspektur Penerbangan sampai dengan
diberhentikan.

Pasal 3

Inspector Training System (ITS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri dari 5 (lima) komponen utama yaitu:

a. ITS Program Guide;

b. ITS OJT Guide;

c. ITS Formal Course Standards;

d. ITS Job Task Analysis; dan

e. ITS Training Record.
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Pasal 4

(1) ITS Program Guide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
meliputi persyaratan, tujuan dan prosedur penggunaan Inspector
Training System (ITS).

(2) ITS Program Guide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
jenis pelatihan (Training Profiles) dan nomenklatur jabatan inspektur
penerbangan (Positions Descriptions) yang akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

ITS OJT Guide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi
persyaratan dan prosedur yang digunakan inspektur penerbangan untuk
melaksanakan On The Job Training yang telah dirinci dalam jenis
pelatihan (Training Profiles).

Pasal 6

ITS Formal Course Standards sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c, memberikan gambaran/deskripsi dan persyaratan minimum bagi setiap
pelatihan yang dilaksanakan.

Pasal 7

(1) ITS Job Task Analysis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
merupakan dokumen yang menyediakan persyaratan rinci dari setiap
pekerjaan yang bersifat teknis.

(2) ITS Job Task Analysis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
deskripsi pekerjaan, dokumen pendukung yang diperlukan, langkah-
langkah dari daftar pekerjaan dan tahapannya yang harus dilakukan
untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 8

ITS Training Record sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
merupakan program database yang digunakan untuk mencatat seluruh
informasi pelatihan yang telah dan akan diikuti oleh Inspektur
Penerbangan dalam ITS.

Pasal 9

Inspektur Penerbangan wajib mengikuti pelatihan/On The Job Training
(OJT) sesuai dengan persyaratan dan program yang telah disusun dalam
Inspector Training System (ITS).

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Pihak-pihak yang terlibat dalam program ITS yaitu:
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a. Direktur Jenderal;

b. Direktur;

c. Manajer Pelatihan (Training Manager);

d. Manajer Program On The Job Training (OJT Program Manager);

e. Inspektur Penerbangan;

f. Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator); dan

g. OJT Instructor.

Pasal 11

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a,
bertanggung jawab atas pengelolaan, koordinasi, pengembangan
kebijakan, prosedur, perencanaan, dan program dalam Inspector Training
System (ITS).

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, bertanggung
jawab untuk:

a. melakukan standarisasi penerapan Inspector Training System (ITS) di
masing-masing Direktorat;

b. memastikan tersedianya kebutuhan untuk pelaksanaan Inspector
Training System (ITS);

c. memberi saran dan masukan perubahan kebijakan atau prosedur
Inspector Training System (ITS);

d. menyusun Inspector Training System (ITS) yang sesuai dengan
nomenklatur jabatan inspektur penerbangan di masing-masing
Direktorat;

e. melakukan pengawasan terhadap program Inspector Training System
(ITS);

f. melakukan evaluasi terhadap program Inspector Training System (ITS);
dan

g. menetapkan Manajer Pelatihan, OJT Program Manajer, Training
Administrator, dan OJT Instructor.

Pasal 13

Manajer Pelatihan (Training Manager) sebagaimana dimaksud dalam pasal
10 huruf c, bertanggung jawab untuk:

a. menyusun perencanaan jadwal dan program untuk mendukung
pelaksanaan pelatihan/On The Job Training (OJT);
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b. memastikan bahwa tugas dan jadwal pelatihan/On The Job Training
(OJT) yang diberikan mampu diikuti dan diselesaikan peserta dalam
memenuhi persyaratan pelatihan/On The Job Training (menjamin
pemenuhan tujuan pembelajaran);

c. menyampaikan perubahan persyaratan pelatihan/On The Job
Training (OJT), mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/On The Job
Training (OJT) baru, dan menghapus pelatihan/On The Job Training
(OJT) yang sudah tidak sesuai;

d. menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mensukseskan
program pelatihan/On The Job Training (OJT);

e. melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan peserta
mengenai kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT) dan
progres peserta dalam memenuhi persyaratan;

f. mengatur pelatihan/On The Job Training (OJT) yang sesuai untuk
setiap inspektur penerbangan;

g. melakukan evaluasi efektifitas program pelatihan/On The Job
Training (OJT) dan memberikan umpan balik kepada Direktur; dan

h. melakukan koordinasi dan membuat laporan secara periodik kepada
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Perhubungan Udara
terkait dengan program dan pelaksanaan Inspector Training System
(ITS) di masing-masing Direktorat.

Pasal 14

Manajer Program On The Job Training (OJT Program Manager)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, bertanggung jawab
untuk:

a. mengatur dan mengembangkan program pelatihan/On The Job
Training (OJT);

b. menjadwalkan waktu pelatihan/On The Job Training (OJT);

c. menyiapkan kebutuhan pada kegiatan pelatihan/On The Job Training
(OJT);

d. membimbing dalam kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT);

e. memberikan pertimbangan kepada Training Manager; dan

f. melakukan tinjauan tahunan terhadap ITS Training Record untuk
menentukan kebutuhan pelatihan secara berkelanjutan.

Pasal 15

Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e,
bertanggung jawab untuk:
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a. melakukan koordinasi dengan atasan langsung untuk merencanakan
kebutuhan pelatihan/On The Job Training (OJT);

b. melakukan komunikasi dengan pelatihan/On The Job Training (OJT)
program manager atau OJT Instruktur terkait rencana kegiatan
pelatihan/On The Job Training (OJT);

c. berperan aktif dalam kegiatan pelatihan; dan

d. membuat laporan dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan kepada
manajer pelatihan (Training Manager).

Pasal 16

Petugas Administrasi Pelatihan (Training Administrator) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, bertanggung jawab untuk:

a. melakukan koordinasi dengan Manajer Pelatihan (Training Manager)
untuk menjaga semua training record tersimpan dengan baik;

b. mendokumentasikan training record Inspektur Penerbangan baik
secara elektronik maupun hard copy;

c. mempersiapkan data Inspektur Penerbangan yang akan mengikuti
pelatihan;

d. melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum terkait
dengan pembuatan surat penugasan pelatihan/On The Job Training
(OJT); dan

e. mempersiapkan fasilitas pelaksanaan pelatihan/On The Job Training
(OJT).

Pasal 17

OJT Instructor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g,
bertanggung jawab untuk:

a. memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap penerapan Job Task;

b. memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan didalam
melaksanakan Job Task sesuai tahapan pelatihan/On The Job Training
(OJT) level 1, 2, dan 3; dan

c. memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir kelulusan peserta
pelatihan/On The Job Training (OJT).

BAB IV

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)

DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA

Pasal 18

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Bidang Angkutan
Udara, terdiri atas:
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a. 4 (empat) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance; dan

d. Investigation;

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Job Skills; dan

b. Management.

Pasal 19

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Angkutan Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS)
Direktorat Angkutan Udara diatur dengan peraturan Direktur
Jenderal.

BAB V

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)

DIREKTORAT BANDAR UDARA

Pasal 20

Inspektur Bandar Udara terdiri dari 2 (dua) bidang, yaitu:

a. Bidang Operasi; dan

b. Bidang Kelaikan Fasilitas.

Pasal 21

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Bidang Operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan wajib (Core Training); dan

b. 3 (tiga) pelatihan spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;
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b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Job Skills;

b. Emergency Services; dan

c. Management.

Pasal 22

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Bidang Kelaikan
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:

a. 4 (empat) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance; dan

d. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Job Skills;

b. Airport Engineering; dan

c. Management.

Pasal 23

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS)
Direktorat Bandar Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
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BAB VI

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)

DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 24

Inspektur Keamanan Penerbangan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu:

a. Bidang Avsec;

b. Bidang Penanganan barang berbahaya; dan

c. Bidang PKP-PK dan Salvage.

Pasal 25

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan
Bidang Avsec sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri
atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Job Skill; dan

b. Management

Pasal 26

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan
Bidang Penanganan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;
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b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain:

a. Job Skills; dan

b. Management.

Pasal 27

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan
Bidang PKP-PK dan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 2 (dua) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain:

a. Job Skills; dan

b. Management.

Pasal 28

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Keamanan Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS)
Direktorat Keamanan Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.
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BAB VII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)

DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 29

Inspektur Navigasi Penerbangan terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu:

a. Bidang Air Traffic Services (ATS);

b. Bidang Communication Navigation Surveillance (CNS);

c. Bidang Aeronautical Information Services (AIS); dan

d. Bidang Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-
OPS).

Pasal 30

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan
Bidang Air Traffic Services (ATS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf a, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Job Skill;

b. ATS; dan

c. Management.

Pasal 31

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan
bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).
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(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Job Skill;

b. Communication Navigation Surveillance (CNS); dan

c. Management.

Pasal 32

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan
Bidang Aeronautical Information Services (AIS) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana pada ayat (1)
huruf b, antara lain:

a. Job Skill;

b. Aeronautical Information Services (AIS); dan

c. Management.

Pasal 33

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan
bidang Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-
OPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas:

www.peraturan.go.id



2015, No.1202 14

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Job Skill;

b. Procedure of Air Navigation Services-Aircraft Operations (PANS-
OPS); dan

c. Management.

Pasal 34

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal
33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS)
Direktorat Navigasi Penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.

BAB VIII

INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS)

DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN

PESAWAT UDARA

Pasal 35

Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri dari 3
(tiga) bidang, yaitu:

a. Bidang Pengoperasian Pesawat Udara;

b. Bidang Kelaikudaraan; dan

c. Bidang Medis Penerbangan.
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Pasal 36

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Pengoperasian Pesawat Udara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 4 (empat) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. Job Skill;

b. Aircraft Dispatcher;

c. Cabin Safety; dan

d. Management.

Pasal 37

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Kelaikudaraan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 35 huruf b, terdiri atas:

a. 5 (lima) Pelatihan Wajib (Core Training); dan

b. 3 (tiga) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training).

(2) Pelatihan Wajib (Core Training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. Indoctrination;

b. Certification;

c. Surveillance;

d. Personnel Licensing; dan

e. Investigation.

(3) Pelatihan Spesialisasi (Specialized Training) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, antara lain:
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a. Job Skill;

b. Avionic; dan

c. Management.

Pasal 38

(1) Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Kelaikan Udara Dan
Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dan Pasal 37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inspector Training System (ITS)
Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX

PELATIHAN PENYEGARAN (RECURRENT TRAINING)

Pasal 39

Inspektur Penerbangan harus mengikuti pelatihan penyegaran (Recurrent
Training) paling lama setiap 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai
Inspektur Penerbangan.

Pasal 40

Pelatihan Penyegaran (Recurrent Training) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, paling sedikit memuat bahan evaluasi terhadap materi pada saat
pelatihan pertama (Initial Training), diskusi mengenai peraturan
perundang-undangan atau prosedur terbaru serta dalam rangka
meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan inspektur
penerbangan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB X

DOKUMENTASI HASIL PELATIHAN

(TRAINING RECORD)

Pasal 41

(1) Setiap peserta pelatihan/On The Job Training (OJT) wajib diberikan
sertifikat pelatihan setelah dinyatakan lulus.

(2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memuat materi pelatihan dan jumlah jam pelatihan.

Pasal 42

Direktorat wajib mendokumentasikan hasil pelatihan (Training Record)
bagi setiap inspektur penerbangan yang ada di masing-masing bidangnya
dalam bentuk soft copy dan hard copy.
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Pasal 43

Dokumentasi hasil pelatihan (Training Record) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 42, antara lain:

a. Sertifikat Pelatihan;

b. Catatan Kegiatan pelatihan/On The Job Training (OJT);

c. pelatihan penyegaran (Recurrent Training);

d. Lisensi yang dimiliki (apabila ada);

e. Surat Penetapan Inspektur Penerbangan;

f. Identitas Inspektur Penerbangan;

g. Daftar Riwayat Hidup (CV); dan

h. Identitas Pegawai Kementerian Perhubungan.

BAB XII

INSTRUKTUR PELATIHAN/ON THE JOB TRAINING (OJT)

Pasal 44

Instruktur bagi Inspector Training Sytem (ITS), terdiri dari:

a. Instruktur Formal Course; dan

b. Instruktur On The Job Training (OJT).

Pasal 45

Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, memiliki kriteria
sebagai berikut:

a. telah memenuhi persyaratan sebagai Inspector Ahli Madya atau
keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai materi pelatihan/On The
Job Training (OJT);

b. pernah menjadi tim koordinator/audit manajer/Kepala Seksi/Kepala
Sub Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Direktur/Kepala
Kantor/Pejabat Pembuat Komitmen;

c. telah mengikuti pelatihan Basic Instructor Course atau Training of
Traineer (TOT); dan

d. telah mengerjakan job task terkait dengan materi pelatihan yang akan
disampaikan paling sedikit 10 (sepuluh) kali.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Inspektur penerbangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya
peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 47

Direktur terkait dan Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan Inspector
Training System (ITS) Bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan Peraturan Menteri
ini.

Pasal 48

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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